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ABSTRACT o : o
There are three main funclions in every modern country namely, to make efficiency,fo disiribute income
and to make a good economic development. It's mean that the government must be prudent tomakea
good fiscal and monetary policy to put & good trust for investors fo invest their money in Indonesia, Many
establishment of indusiries will make many chances for recruiting emplovment, and iinally will van-
ished the poor. L TP it
But only a good fiscal and monetary policy s not enough o make a good economic development, without
a good law enforcement fo make a good effort for the enirepreneurs. There are three substances of faw
enforcement, certainty legal condition, usefuli and fairness for all the peopla, The implementation of
these three substances must be proporsional, T : 5

Key-words: law enforcement. economic de velopment .

ABSTRAKSI _
Ada tiga fungsi dalam setiap Negara modern, yaitu membuat efisiensi, memeratakan pendapatan dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuat kebijakan
keuangan dan pajak yang sedemikian rupa agar memberikan kepercayaan kepada para investor untuk
menginvestasikan uangnya di Indonesia. Dengan bertambah banyaknya industri akan memberikan
kesempatan kerja bagi buruh dan pada akhirnya diharapkan untuk menghapus kemiskinan. Akan tetapi
hanya dengan kebijakan keuangan dan pajak yang baik saja belumlah cukup untuk membuat pertumbuhan
ekonomi yang baik, tanpa penegakan hukum yang dapat menjamin para pengusaha. Ada tiga substansi
penegakan hukum, kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang ketiganya harus diterapken secara
proporsional.

Kata kunci @ penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi.

i PEMDAHULLIAN diantara masyarakat yang sudah sangat rentan

Semenjar-rrisisekonomt-metande-pada uftriaria Sebaglan Kee asyarakat marmpunval
tahun 1997-1998, pertumbuhan ekonomi di In- pendapatan yang sangat tinggi sedangkan
donesia sangat memprihatinkan, bahkan ada sebagian besar masyarakat hidup dibawah garis
yang mengatakan lambat atau rendah, vang kemiskinan. Sementara pendapat lainnya
dampaknya adalah ketimpangan pendapatan mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh
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----- karena kurangnya kesempatan kerja bagt;’_
sebaglan masyarakat atau. banyaknya peng—_'f_

o ':"-"_'.i'angguran Tapl _benarkah kemiskman atu__-i---i"
S _.:_'.d;sebabka

_ -AP_B_
' sempatan. kerja? Y -
Beberapa :nvestor asung telah menmggai~

'rkan Indonesna untuk beral;h menanamkan :

modalnya ke negara lain dengan beberapa alasan

yaltu tidak kondusrfnya kepastlan hukum, masaiah_

ekonom; blaya tinggi, terutama di pelabuhan
bahkan merambah hampir di semua sektor dan
tadak ciapat d;transformas;kannya biaya-biaya
tersebut ke harga pasar produksi, membuat
banyak industri mengalami kerugian. Hal-hal
tersebut masih ditambah dengan tuntutan inter-
nal yaitu kenaikan gaji karyawan sebagai akibat
kenaikan harga BBM yang tidak mungkin dihindari
oléh p_enie_ri_nta_h akibat kenaikan harga minyak
di pasaran _ciuhia. Dengan perginya beberapa
investor yang berarti tutupnya berbagai
perusahaan, dampaknya adalah semakin
banyaknya ;'pengangguran dan kemiskinan,
wallaupun diantara keduanya tidak harus
berkorelasi.

Banyaknya jumlah penganggur yang
mencari kerja dengan bermobil, di sisi lain banyak
orang yang bekerja penuh (36 jam per minggu)
tapi hidupnya tetap miskin. Banyak ekonom yang
berpendapat bahwa masalah nencancouran.das

_engangguran yang. dl—_""__
R sebabkan karena kurangnya kesempatan ker;a"-’ '
ya_ng menyebab:can kurangnya ke-.

o __-daya samg ekspor Indones:a yang !emah selaln_."g
. kebijakan fiskal dan moneter sangat. diperlukan
~untuk meraih pertumbuhan tinggi bagi ekonomi . -
i Indones;a, Juga hal yang mesih diperiukan adalah
" kebijakan-kebijakan ~ untuk menglmbangt:f'"_
- keiernahan struktural yaztu penegakan hukum L
: untuk menjamin kepastnan usaha, selain bemaga:
_ kebajakan sepertl perubahan hubungan per-

buruhan dan kebuakan otonomi daerah (yang
semakm membuat ketidak pastian berusaha )
serta. perlunya perp_mbak_an -administrasi
perpajakan karena ketidak pastian dan KKN yang
dalamhal terakhlr ini. sangat mengganggu
perusahaan besar, - : S
_Adalah penting pula pernyataan Pres:den
pada pembukaan KAA, 22 April yang lalu, yang
mengatakan bahwa permasalahan utama yang
dihadapi negara-negara AA adalah bagaimana
memerangi kemiskinan yang upaya pen-
Capaiannya membutuhkan sebuah tata peme-
rinatahan yang baik (good governance).
Pendapat tersebut dilanjutkan oleh pernyataan
PM Singapura yang mengatakan bahwa per-
masalahan-permasalahan itu adalah akibat
perkembangan ekonomi yang berjalan lambat,
rendahnya kesadaran untuk mentaati hukum dan
tidak berjalannya tata pemerintahan yang baik.
Berbagai masalah yang diungkapkan
menunjukkan adanya korelasi yang signifikan
antara kesadaran mentaati hukum atau bagai-

kemiskinan dapat terurai dengan seﬂdmnya b:ia
laju pertumbuhan ekonomi naik cukup signifikan,
tetapi mengapa pertumbuhan itu sangat lambat?,

Sebagian ekonom berpendapat bahwa

mang-penegekan-hukum-ditaksarmakamnder ijdii
lajunya pertumbuhan ekonomi.

il. PEMBAHASAN
Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat
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':dipungksri “bahwa di - beberapa. Negara ber- -
. ‘kembang, termasuk Indonesia, masalah: peng- _
- angguran. dan kemiskinan menjadi- probiem_

-f._:"-masyarakat dan penyeienggara Negara '

Penyelenggara Negara yang baik tenty akan
beruseha ‘sedapat mungkin untuk menghapus
kedua masalah tersebut. - :

~Namun adalah suatu kenyataan pula
bahwé tidaklah-mudah mengatasi tingkat
pengaﬁg'guran vang tinggi dan menghapus
kerniskinan. Beberapa ahli menyatakan bahwa
pengangguran maupun kemiskinan tidak dapat
d'ih'a__puskan melainkan hanya dapat dikurangi dan
usaha mengurangi masalah ity makin dipersulit
karena petumbuban ekonomi yang relatif kecil.
Bahkan ada sementara ekonom yang ber-
pendapat bahwa sebenarnya kedua masalah itu
akan dapat terurai dengan sendirinya bilamana
laju pertumbuhan ekonomi naik secara cukup
signifikan . Pengangguran itu tidak serta merta
berkorelast dengan kemiskinan, karena cukup
banyak penelitian empirik yang mengungkapkan
bahwa orang yang menganggur belum tentu
miskin. Cukup banyak jumiah pencari kerja yang
berasal dari keluarga kaya yang berarti tidak
setiap penganggur adalah miskin. Sebaliknya
terdapat cukup banyak orang yang justru bekeija
penuh (36 jam per minggu) tetapi hidupnya tetap
miskin. Mereka fah yang disebut "the working
pooreperti petani dan nelayan.!)

tenaga kerja dan melemahnya daya bei::' .
masyarakat telah terjadi di Indonesm Data yang’ ;
disajikan ‘oleh beberapa ‘media massa me—":"-']_
nunjukkan bahwa tahun 2001 dan 2002 me- -
nunjukkan produksnndustn makanan mengaiam;" |
penurunan 7,8 %, industri elektromk turun
sebesar 40% dan LPEM UL mencatat bahwa
produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur__
turun tajam dari 3,5% (1993- 1997) men;adi
0,55% (1998-2002). Data pertumbuhan pe-
nyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur pada
periode 1988-1997 adalah 7,1% dan menurun’
drastis pada saat krisis moneter (1998-2002)
menjadi rata-rata 1,9 %. ?)

A, Peranan Pemerintah di Bidang
Ekonomi.

Sejak berabad-abad lamanya kegiatan
ekonomi silih berganti diatur oleh mekanisme
pasar (doktrin /aissez faire) atau oleh pemerintah
(doktrin welfare state). Artinya bilamana temyai:a
mekanisme pasar mengalami kegagalan dimana '
terdapat ketidakadilan yang sangat rentan daiam
suatu masyarakat,, maka masyarakat meng-
harapkan campur tangan pemerintah. Namun
bilamana campur tangan pemerintab itu
mengalami kegagalan yang berarti, mungkin saja
keadaan yang diciptakan oleh pemerintah
tersebut malah memperparah keadaan, maka
masyarakat akan menuntut agar pemerintah

SEfmETtars pendapat Vang pell beran
mengatakan secara tegas bahwa ada data yang
mengindikasikan bahwa telah terjadi ke-
merosotan jumiah produksi, berkurangnya

mengurangl kontrolnya terhadap roda per-
ekonomian, Hal itu tidaklah mengherankan
karena dalam kegiatan ekonomi pada umumnya
setiap orang berusaha untuk kepentingannya

jumlah industri, makin sedikitnya penyerapan____ _ sendiri. Adam Smith, dalam The Weafth of Na-
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f!ons 1776, mengatakan bahwa

__,Settap orang berupaya untuk mendaya~ _ |

_.gunakan, modalnya sehmgga menghasrfkan

: '__".-:..-mla_:_Pa!lng t;nggl Bsasanya fa sama sekali
- tidak bemiat untuk men:ngkatkan kepentmgan |

'- _umum dan 3uga tidak tahu sejauh mana-ia
: _bgrge__r_ak kearah itu. fa hanya mementingkan
diri-sendiri dan. mengejar kebahagiaan
--sendirl. Ia tanpa disadari d:b;mbmg "Tangan
yang tidak tampak” yang bukan merupakan
‘bagian dari keinginannya. Dengan- mengeiar
‘kepentingan sendiri, seringkali-ia me-
‘ningkatkan kepentingan umum lebih efektif
daripada bila ia secara sungguh —stingguh
berusaha melakukannya” )

Doktrin "laissez faire” yang berarti “biarkan
kami bebas”, pada intinya menghendaki campur
tangan yang sekecil mungkin dari pihak
pemerintah dalam urusan ekonomi dan se-
penuhnya menyerahkan keputusan-keputusan
ekonomi terpenting kepada ekonomi pasar.
Sedangkan doktrin "Negara makmur” atau “Wel-
fare State” bermakna pemerintah harus berbuat
semaksimal mungkin untuk mengupayakan
kemakmuran rakyatnya, sedikit demi sedikit
menggusur perekonomian pasar dan keluarga..
Telah disebutkan di muka bahwa kedua dokkrin
itu saling silih berganti karena keduanya
mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-

oo g b,

"membutuhkan peranan pemermtah ch bldang G
perekonomian ketika ‘masyarakat . merasakan_i-_._ :_';'_
' fadanya ketlmpangan amu ket;dakad!fan dn daiam
"':ha! penciapatan : et

Bagaimanakah konkretnya ter}adi per—'
gantzan_dari dokirin /aissez faire ke doktrin we/~
fare state? Dalam doktrin /zissez faire: dimana
yang terjadi adalah.mekanisme _pésar ada tiga
masalah yang paling mendasar dalam sebuah
perekonomian pasar, yakni apa, bagaimana dan
untuk siapa kegiatan ekonomi tersebut. Ternyata
hal-hal .itu tidak mampu dijawab oleh siapa-
pun,karena yang ferjadi adalah bahwa semua
tindakan pasar itu terkcordinir oleh mekanisme
atau sistemn harga dan pasar.-Ribuan jenis
komoditi dihasilkan oleh jutaan manusia tanpa
adanya pengarahan terpusat atau direncanakan
secara terpusat., Pemerintah hanya campur
tangan dalam pengaturan tarif atau bea masuk
dalam perdagangan internasional, mengatur
Undang-undang perlistrikan dan energi, peng-
aturan tentang upah minimum, hubungan
perburuhan, Undang-undang perpajakan
nasional, perlindungan polisi dan warganegara
serta perlindungan lingkungan hidup. Akhirnya
perekonomian pasar akan memecahkan masalah
ekonomi secara bersama yakni apa, bagaimana
dan untuk siana yakni konsumen dan teknologi.
Sebagaimana dikatakan oleh Adam Smith, sistem
ekonomi itu adalah hukumtangan tak narpak”

PTG
Pada era tahun 1980 ada kecenderungan
perekonomian menuju ke mekanisme pasar yanhg
mencapai puncaknya pada tahun 1990, namun
sefelah itu perfahan-lahan masyarakat kembali

atalt nvisibie Handyaknl hukum yang menyatakan
bahwa setiap orang dalam mengejar ke-
pentingannya sendiri seolah-olah dikendalikan
oleh tenaga tak nampak untuk mencapai apa
yang terbaik bagi semua sehingga tercapai
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- keharmomsan antara kepentmgan pnbadz dan

L tangan pemenntah pada persaingan. bebas
. ‘hampir dapat dipastikan berakibat merugikan .

Namun pada prakieknya perekonomian pasar
seringkali ‘terlilit polusi dan monopoli, seiring
deﬁgan melonjaknya inflasi dan pengangguran
dan pada saat itu pula terjadi ketimpangan
pendapatan. - -

 Untuk mengatasi kelemahan mekanisme
pasar itulah, banyak Negara mulai menerapkan
tangan tampak (Wisible hand), yakni campur
tangan pemerintah dalam kehidupan per-
ekonomian untuk mendampingi tangan tak
nampak yang terkandung dalam perekonomian
pasar. Pemerintah menggeser pasar melalui
pemilikan dan pengoperasian sejumiah ™ badan
usaha”, mengatur dan mengendalikan sektor
tertentu (misalnya sektor pertambangan,
kehutanan), mengenakan pajak kepada masya-
rakat dan meredistribusikannya ke golongan
berpenghasilan rendah, memberlakukan ke-
kuasaan fiskal dan moneter untuk memacu
pertumbuhan ekonomi dan menjinakkan siklus
usaha.

Membicarakan peranan pemeriniah
biasanya kita lalu terpikir bahwa pemerintah
senantiasa memberlakukan serangkajan per-
aturan-peraturan, menarapkan hukum ataupun

_:_-:Smlth berpendapat bahwa set;ap campur _

dan memelihara stabllttasnya SR

Pemerintah yang baik harus senan’ciasa'__i_-" _
berusaha memperbatkt kegagalan kegagalan -
pasar, misalnya dengan mencegah monopolidan .
polusi, demi tercapainya efisiensi, pemerintah
juga harus memperjuangkan pemerataan melalui
pregram perpajakan dan redistribusi pendapatan
untuk kelompok atau golongan masyarakat
tertentu, pemerintah harus rﬁenggunakan
perangkat perpajakan, pembelanjaan, dan
peraturan moneter untuk mencapai stabilitas dan
pertumbuhan ekonomi rakro, mengurangi inflasi
dan pengangguran, serta memacu pertumbuhan
ekonomi

B. Pertumbuhan Ekonomi
di Indonesia

Sebagaimana diungkapkan di muka ,
pemerintah memang mempunyai kewajiban
meningkatkan pertumbuhan serta stabilitas
ekonomi secara keseluruhan.Caranya adalah
dengan mempengaruhi tingkat output, employ-
mentdan inflasi melalui pemanfaatan kebijakan
fiskal dan moneter secara cermat dan hati-hati.
Namun situasi terakhir untuk pertumbuhan
ekonomi ditengarai bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia berjalan sangat lambat sekalipun
stabilitas makro telah tercapai .%)

Dr. Miranda Guttom {Deputy Senior Bank

menjamin berbagai macam kontrak serta hak-
hak kepemilikan pribadi. Dapat dikatakan bahwa
pemariniah secara garis besar memiliki tiga fungs
utama vakni: (1) meningkatkan efisienst; (2)
menciptakan pemerataan atau keadilan; serta

indonesia) menyatakan bahwa evaluasi secara
umum ferhadap kondisi makroekonomi hingga
triwutan 1 2005 menunjukkan bahwa stabilitas
perekanomian yang telah mulai dicapai dalam
kurun wakiu dua tahun terakhir masih dapat
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o :_:'_dlpertahankan sebagalmana tercerm:n pada'_-'
_”f'.’mdlkator utama makro~ekonom| sepertl per-. "
. ':_:_::j-_!;«_'e_ ) _angan besaran moneter suku bunga, nilai .~
n ' _{-inﬂaSi dan’ mdikator k;nelja perbankan L
f{'Perkembangan besaran maneter masnh ada-

_ _'daiam k;saran yang aman dan stabll Suku bunga
Sertifi kat Bank IndcmeSIa saty bulan menunjukkan

penurunan k0n51sten dan sekitar.17% pada awal
2002 menjadi .sekt_t_ar 7,4 % pada awal 2005,
Penurunan suku bunga itu ditkuti oleh penurunan
suku bunga kredit walaupun dengan pola
pehu_ru_han yang relative lambat, Nilai tukar ru-
piah selama beberapa periode terakhir bergerak
relative :stabil dengan tingkat volatilitas yang
cukup. rendah. ‘Secara tahunan, inflasi terus
mengalami penurunan yang Kkonsisten,dari
12,55% pada tahun 2001 menjadi 6,4% . pada
akiir 2004,

Namun Prof. Dr. M. Sadli mengatakan
bahwa meskipun kebijakan fiskal dan moneter
penting dan diperlukan, tetapi belum cukup untuk
meraih pertumbuthan tinggi bagi enonomi Indo-
nesia. Yang masih diperiukan adalah kebijakan-
kebijakan untuk mengimbangi kelemahan struc-
tural, seperti "PENEGAKAN HUKUM” untuk
menjamin kepastian usaha dan perubahan dalam
hubungan perburuhan. Pelaksanaan otonomi
daerah harus dibenahi agar kepastian usaha bagi
perusahaan lebih besar. Administrasi perpajakan
juga harus dirombak, karena ketidakpastian dan

-f-mEai tukar rup:ah terhadap dolar AS yang . _
: jd;perklrakan terJadl selama trlwufan II(Apr;in}um_ i
j_;:'?.OOS), dinilai oleh 92 pengamat ekonoml dil3
- kota di Indonesia akan berakibat melambatnya
--inertumbuhan ekonomz Sebenamya ppmyataan E
5 itu: sudah dztengaral Oleh M. Sadlx, karena

berdasarkan pengalaman sejarah menun;ukkan

--.bahwa pengaruh kenalkan BBM kepada inflasi
“berada dalam kisaran 1-2 %. se_tahun.Apaiags

pengendalian inflasi masih ‘menghadapi risiko
intern dan ekstern yang cukup besar, Dari dalam
negeri ada pengaruh 'pofitik untuk mengucurkan
dana perbankan yang lebih besar : ke sektor
riil,terutama ke ‘sektor usaha mikro,kecil dan
menengah,dengan suku bunga rendah. BI juga
tidak dapat mengendatikan M-zero{ base money)
Secara sempurna karena perbankan komersial
harus melayani keperluan para nasabahnya, yang
disa dipengaruhi oleh inflationary expectations.
Risiko dari sektor ekstern timbul kalau harga
minyak bumi masih terus naik, atau nilai rupiah
mengalami depresiasi, bahkan belakangan ini
beberapa komeditas pertanian, seperti beras dan
gula,mengalami kenaikan harga internasional,
yang semuanya akan menjadi imporied inflation
bagi Indonesia.

Ternyata apa yang diperkirakan itu telah
benar terjadi,dimana dalam beberapa hari ini
kurs rupiah memang mengalami depresiasi
(melemah begitu dalam, padahal sebenainya

KKN dalam perkiraan serta pungutan pajak
mengganggu banyak perusahaan besar.?)
Melanjutkan pendapat para pakar di muka,
ternyata telah terjadi naiknya ekspektasi infasi
akibat kenaikan harga barang dan pergerakan

tidak ada alasan untuk terjadi hal itu), karena
indikator ekonomi yang disampailkan bank Indo-
nesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada
triwulan 12005 menjadi 5,5 %. Tapi kenyataannya
dengan depresiasi pada rupiah yang berakibat
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' -mﬂas: karena kenaikan harga barang maka

o -'-'pertumbuhan ekonoms pada; tnwu!an 1L 2005 -

- diperkirakan mengads 4,1 % hingga 5,1 %, yang
S "berarti me!ambat dibandingkan pertumbuhan'-

'---Ztnwutan 1, Sedangkan data survei persepsi pasar
‘Bank Indonesia terhadap responden, yang terdiri
dari pengarnat ekonomi, menunjukkan bahwa
---._ting"kat inflasi ;péda triwulan 11 diperkirakan
-.._méng_alami kenaikan menjadi 7,1 % hingga 8,0
% dibandingkan dengan perkiraan inflasi pada
triwulan I sebesar 6,1% hingga 7,0%. ”)

.. Iman Sugema (Direktur Institute for De-
velopment of Economics 9% Finance) menge-
mukan melambatnya pertumbuhan ekonomi
nada triwulan II dipengaruhi oleh ekspekiasi
kenaikan harga barang vang terus terjadi
akibat harga bahan bakar minyak,yang
menyebabkan menurunnya indeks keper-
cayaan baik dari konsumen maupun produsen.
Kenaikan harga menyebabkan konsumen
menekan daya belinya, dengan demikian
produsen mengerem produksinya, akibatnya
pertumbuhan ekonomi melambat. Demikian
juga fluktuasi pergerakan nilai rupiah
berpengaruh terhadapnya melambatnya
pertumbuhan ekonomi,sebab pasar meng-
hadapi ketidakpastian dari nilai tukar rupiah.

€. Dunia Uszhz di Indonesia
Apakah yang sedang dihadapi oleh

_kena|kan tingkat suku bunga, merupakan beban s
yang' sangat berat bagi kaiangan duma usaha S
e Semakm berat lagi beban itu ketika- pengusaha :g-": .
o éharus menanggung biaya ndakterduga Pungutan'_f'-;"'
'vang -harus ‘dibayarkan" pengusaha begmu :

banyaknya, yang disebut ekonomi biaya tinggi,
jelas merupakan tambahan yang tidak ringa'h,
Sampai Presiden diminta menangani Iangsuh_g
masalah ekonomi biaya tinggi di pelabuhan,
khususnya di pefabuhan konvensional dan peti
kemas Tanjung Priok,Jakarta, adalah karena
pungutan liar disitu sudah mencapai Rp.6,8 triliun
per tahun yang merupakan persoalan lama dan
sulit tertangani. Hal tersebut sulit ditangani
karena menyangkut banyak institusi dan
departemen terkait. (Dialog Ketua Asosiasi
Pertekstilan Indonesia DPP DKI Jakarta
.Kadin Indonesja dan Menteri Perdagangan,
1 April 2005).

Seringkall kita mendengar bahwa para
pengusaha mernutuskan untuk menghentikan
kegiatan usahanya dan memindahkan ke-
glatannya ke Negara lain, Ini sinyal yang nega-
tive dan tidak sesuai dengan harapan kita untuk
menyediakan lapangan kerja yang sebanyak-
banyaknya guna menampung jutaan orang yang
masih menganggur.Bahkan Menteri Negara
Bapenas telah mengatakan bahwa 3 juta
lapangan kerja baru yang ditargetkan untuk tahun
2005 tidak tercapai karena pertumbuhan ekonomi

pengusaha Indonesia sekarang ini ?

Terus meningkatnya harga minyak dunia,
meningkatnya angka inflasi vang terutama
disebablkan sector transporiasi, melemahnya nilai
tukar rupiah, dan tidak lama lagi diikuti dengan

yang melambat.

Tentu saja kita juga tidak memungkiri
bahwa ada juga pengusaha yany sengaja
memanfaatkan “foopholes” memanfaatkan
berbagai "kelemahan aturan” untuk keuntungan
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'_ f-seplhak Dengan dahh b:aya yang begttu mahai
o mereka menc:oba menghmdar dar; tanggung-' :
: '.'.-'_"';:"_'Z-Jawab untuk menye3ahterakan karyawan dan_j.--'--'_
"':"-'.:"j_'-bahkan menghmdar untuk membayar pajak e
- = Namun dlSISE Jain: kata tldak b:ca menggeneraizsnr :
" bahwa semua penqusaha; sama nakalnya, apalagi
:berpik;ran bahwa 'semua: pengusaha sama'

-'Jahatﬂya dan tidak periu kita perduilkan L
Sekarang ini harus k;ta katakan bahwa
vang menyelamatkan perekono_maa_n _Nega_ra ind
adalah para pengusaha. -D_en'_gan_-berbagai
kesulitannya mereka_terus_-berupaya untuk;bisa
ber_tahan_.‘dan berkembang.. 3D_ar_i; Ausaha.yang
mereka lakukan itu, banyak warga ma_s_yarak_at
yang ikut terselamatkan.-Mereka menjadi
memiiiki pekerjaan tetap yang bisa dipakaj untuk
mengaktualisasikan diri .dan-menopang . ke-
hidupan .keluarga mereka. Tentu saja pe-
merinatahpun berupaya membuka-lapangan
kerja kepada masyarakat untuk menjadi pegawai
negeri sipil. Namun jumlah itu jelas tidak cukup
memadai untuk bisa menampung sekitar 40 juta
anggota masyarakat yang tidak memiliki
pekerjaan . '

Sejak tahun 1988, Indonesia mengandai-
kan pertumbuhan ekonomi pada aktivitas dunia
usaha, namun sejak krisis keuangan tahun 1998,
semua usaha keras yang telah dilakukan harus
kembali ke itik nol dan kita harus merangkak
lagi dari -bawah untuk hisa membangun per-

o cenderung tldak masuk akai admmistrasa.'_z-'_ :
S __:perpajakan yang: 3uga mengundang ket:dak—f:_'-_" -
. pastian selainadanya KKN dalam perkiraan serta’
: punguta'n"pajak sehinggar mengganggu banyak;':-
'peausahaan besar, akh:r akhir: ini. banyak{'

' pengusaha memalth untuk bergantt peran dan :

' .mdustnawan men]ad; pedagang PR

* Dengan berdagang, risiko men;adl Ieblh L
kecsi -apalagi dengah “Iemahnya -penegakan
huku_m_ -membuat pengusaha mudah untuk
“bé_rm_ain~mainf’.§(ita:I_i_ha_t praktik penyelundupan
yang begitu:mudah dilakukan membuat ke-
sempatan . meraih untung bisa._'s_emak_é_n besar.
Hal-hal dernikian memac_u_pengusaha'untuk_t_idal__(
berkonsentrasi pada produksi, tapi cenderung
untuk menjadi pedagang saja, karena dengan
itu memungkinkan untuk segera menutup saja
perusahaan ketika kerugian menghadang. Praktis
tidak ada risiko yang harus dipertaruhkan karena
tidak ada asset yang harus dipertahankan.

. Pertanyaannya sekarang i apa yang
harus kitalakukan? - - : ;
Satu-satunya cara.adalah kita harus mengubah
orieniasi. pengusaha. Mereka harus diminta
kembali mengambi! peran sebagai industriawan,
bukan hanya menjadi pedagang. Untuk itu, yang
dibutuhkan bukan hanya sekedar kemudahan
berusaha, tetapi juga arah pembangunan yang
lebih jelas, kepastian dalam berusaha agar
mudah bagi mereka membuat berencanaan.

ekonomian Negara ini. Dengan semakin beratnya
beban yang harus ditanggung para pengusaha,
ditambah ketidak pastan berusaha sebagaj
akibat lemahnya penegakan hukum, perubahan
dalam hubungan perburuhan, bahian dikatakan

Jadi masalzh terbesar yang dihadapi oleh
perekonomian Indonesia ialah bagaimana bisa
keluar dari perangkap perturnbuhan yang rendah.
Kuncinya ialah memacu investasi dan mening-
katkan daya saing yang sekaligus bisa menyerap
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e 'pengangguran turun secara s;gnlf kan Peme-
L ;_-.'-rintah telah memulaa iangkahnya dan hasninya_

“* mulai terlihat. Puluhan investor di bidang migas

” ';eta;h m_e_nandatangam memorangdum’ kese-

pakatan untuk melakukan invenstasi baru.
Sejumlah investor asing telah tertarik uniuk
membangun puluhan proyek besar vang
dltawarkan pemerintah '

' Tetapi apakah komitmen yang telah
ditunjukkan investor asing ini akan terwujud
dengan cara-cara yang patut? Inilah tantangan
utarﬁ’é yang akan dihadapi pemerintah. Para in-
vestor tentu akan meminta berbagai syarat untuk
menjamin dana yang mereka tanamkan bisa
aman dan memberikan keuntungan yang
memuaskan.

" Sejaub ini pemerintah telah menge-
luarkan seperangkat produk hukum untuk itu
vang diharapkan bisa mengurangi ketidak-
pastian berusaha. Pemerintah juga telah
memperbaiki iklim investasi dan mendorong
perbaikan di bidang perpajakan dan ke-
pabeanan. Terlihat bahwa Dirjen Pajak telah
muial bekerja keras dengan melakukan
terobosan-terobosan, sementara itu bea cukai
kelthatan semakin melakukan pengawasan
vang ketat atas barang impor. Hasilnya arus
keiuar—masuk barang secara il!egal menyurut.

kenaikan harga beberapa jenis barang impor
di pasar domestik, yang selama ini harga-
nya“miring”, Dalam hal pajak masih ditemukann
keganjilan pola penerimaan pajak. Seharusnya
pemerintah bisa melihat potensi sumber

tambahan pajak tanpa harus menambah beban"-. .:-
masyarakat - AR L

. Penegakan Hukum di Indonesia”

_ Di muka telah diungkapkan bahwa untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi ciiperiukah :
“penegakan hukum” agar ada kepastian bagi
dunia usaha. Yang menjadi pertanyaan sekarang,
apakah sebenarnya yang dimaksud dengan
penegakan hukum ?

Hukum adalah peraturan tingkah laku yang
biasanya berupa keputusan pemerintah yang
mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Peran
pemerintah dalam masyarakat yang mengikuti
ekonomi pasar adalah memacu pemerataan
pendapatan dengan melakukan campur tangan
yang terlihat darl adanya aturan-aturan yang
diciptakan pemerintah untuk mengatur hal-hal
vang tidak dapat dilakukan oleh pthak swasta,
misalnya pengadaan barang-barang public
seperti pengadaan jalan raya, penerangan dan
sumber energi,hubungan perburuhan, peraturan
lingkungan hidup., kesehatan, pendidikan, dan
seterusnya,

Untuk mengatur hal-hal yang disebut tadi,
pemerintah periu biaya dimana pemerintah dapat
“mewajibkan” setiap orang untuk membayar
pajak dan cukai. Dikatakan waiib berarti setiap
orang tanpa kecuali “harus” membayar pajak dan

perdagangan tetam ketika pajak dan cukat bisa
ditawar, maka pemasukan Negara menjadi sangat
berkurang yang diakibatkan oleh tidak ditaatinya
pembayaran pajak dan cukai yang merupakan
hasil persekongkolan antara pembayar dan
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'pemungut paJak dan cukal tersebut. 8)

_ Dem:ktan untuk mengatur pertumbuhan
e ::ekonoml pemenntah harus mengatur arus. uang._- ) _
: "yan' 'beredar yang dapat mempengaruhi suky -

- bunga, lnvesta5| dan konsumsu Deﬂgan kata lain
pemenntah mengatur kebuakan fiscal dan
moneter. ' Melalui tkedua hal ‘itupemerintah
mampu mempengaruhi tingkat pembelanjaan,
laju ‘pertumbuhan,tingkat employment :dan
pengangguran, tingkat harga serta laju inflasi
dalam perekonomian.

Disebutkan pula bahwa ada dua hal untuk
pemerintah menaatur kebijakan makroekonomi
jangka panjang yaitu laju pertumbuhan ekonomi
dan tingkat produksi yang pesat. Dari serangkaian
kebijakan yang harus dilakukan pemerintah itu
keluar serangkaian peraturan yang sudah
dikatakan sebagai hukum yang sifatnya mengatur
dan memaksa. Dikatakan memaksa artinya
peraturan itu harus ditaati oleh segenap
masyarakat tanpa kecuszli, artinya harus
dilaksanakan yang dalam bahasa hukum disebut
harus “ditegakan” agar hukum memenuhi
fungsinya sebagai perlindungan kepentingan
manusia, Pelaksanaan hukum dapat berlangsung
secara normal dan damai ( bilama ditaati) namun
dapat juga terjadi pelanggaran hukum(bilamana
tidak ditaati), Dalam hal ini hukum yang dilanggar
harus “ditegakan”. Hanya melalui penegakan
hukum inilah hukum menjadi kenyataan, bukan

_ 'Kepéstian hukum b.erar.ti bahwa hukum harus - S
_d:laksanakan dan d;tegakan Hukum harus;_._ =
' ﬁdttetapkan daiam hal. terjads peﬂstiwa yang;:- L

konkrst artsnya bagatmana hukumnya ttulah yand )

harus. berlaku dan pada. dasa_m_y_a_ tidak boleh '
terjadi_-penyimpah_gan, sehingga ada asas yang

mengatakan 'Fal justitia ef pereat.mundus”
{meskipun dunia ini ruptuh hukum harus

ditegakan). Kepastian hukum merupakan

perlindungan yustiabel terhadap tindakan

sewenang-wenang, yang berarti bahwa se-

seorang akan dapat memperoleh sesuatu vang

diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat

mengharapkan adanya kepastian hukum,karena

dengan adanya kepastian hukum masvarakat

akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan

kepastian hukum karena hukum bertujuan

menertikan masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan
manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan
hukum. Hukum adalah untuk melindungi manusia,
maka pelaksanaan hukum atau penegakan
hukum harus memberi manfaat atau kegunaan
bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah “keadilan”.
Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum,
masyarakat mengharapkan agar keadilan
diperhatikan.Dalam pelaksanaan atau pe-
negakannya hukum harus adil, namun hukum
tidak identik dengan keaditan,

sekedar kumpulan huruf,

Dalam menegakan hukurm ada tiga unsur
yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian
hukum (rechissicherheit), kemanfaatan (zweck-
massigkeffy dan keadilan {gerechtigkeit).

Hukum it bersifat umum, mengikat setiap
orang, bersifat menyamaratakan, misainya
barang siapa mencuri harus dihukum, ariinya
setiap orang vang mencuri harus dihukum,tanpa
membeda-bedakan siapayang mencuri. Se-
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'_"'-'-'ballknya keadllan ber51fat subyektaf mdtvndualistas'. N
' dantidak menyamarai:akan Artinyal hukuman bagl.
'."-i'--'fpencur-'keias teri tentu. lebih rmgan b:la-_-
o 'dlbandmgkan pencur: kelas kakap e

Dapat d:snmpuikan kaiau daiam mene—_
gakan hukum hanya dtperhatzkan kepastsan
"hukum sa}a maka unsur-unsur Iamnya sepertl
'kemanfaatan dan keadilan akan dikorbankan.
Demlklan puia sebalmnya bila kemanfaatan yang
dtutamakan maka kepastian dan keadilan akan
dikorbankan, begitu seterusnya. Jadi dalam
menegakan hukum harus ada kompromi antara
'ketiga unsur tersebut,dengan kata lain ketiga
unsur tersebut harus mendapat perhat;an secara
proporsaonai seimbang. : -

Tanpa kepastlan hukum orang tidak tahu
apa yang harus diperbuatnya atau dapat berbuat
semaunya dan akhirnya timbul keresahan dalam
masyarakat. Tetapi terlalu menitikberatkan pada
kepé_stian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan
hukum akibatnya kaku dan akan menimbuikan
rasa tidak adil. Oleh karena itu undang-undang
itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan
secara ketat ( fex dura sed famen scripia, yang
berarid undang-undang itu kejam, tetapi memang
demikian bunyinya).

Artinya demi tercapainya tujuan peme-
rintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi
di Indonesia, maka hukum harus dilaksanakan
dan ditegakkan. Untuk melaksanakan dan

'_keadilan dan kepastian hukum tampaknya maéi'h 2

menghadapl beri:sagas kenda}a Dalam kenyai:a— .

'penegak huk_u_m, teru_t_ama __hakim, mas_ih'-"'_*-.-'-

dianggap jauh davi kekuatan hakim itu send_ii:i__._. :
Kepentingan-kepentingan dari luar yang begitu -
besar, baik kepentingan ekonormni, kepentingén: .
politik atau kepentingan hukum itu sendiri_-:
dianggap sebagal hambatan. Tampaknya suda_h__ '
menjadi rahasia umum, campur tangan pihak-di
luar yang selalu dominan justru menghambat
jalannya proses hukum. Tidak jarang pula
persoalan hukum yang ditengarai sarat dengan
muatan-muatan praktik, korupsi kolusi dan
nepotisme memberi dampak pada kemandirian
hakim dalam menyelesaikan perkara kasus
hukum, Lembaga peradilan terkesan masih belum
lepas dari budaya ketergantungan pada pe-
nguasa pemerintahan. Orientasi kepentingan
Negara yang selama ini telah berkontaminasi di
tubuh lembaga peradilan masih sulit dinilangkan,
mengakibatkan penataan institusi dan pem-
benahan aparatnya lebih fokus pada kepentingan
penguasa. Bermainnya kepentingan lain, baik
kepantingan politik, vang atau jabatan telah
membuat aparat dan tatanan hukum selalu
berada dibawah kendali Negara. Buruknya
penegakan hukum selama ini akibat mental
aparat hukum yang lemah, selain lemahnya
tatanan sistem hukum, Seperti yang diungkapkan

menegékan hukum ini ada unsur fain yang
berperan yaitu “penegak hukum” yang terdiri
mulai dari polisi, jaksa, pengacara dan hakim
yang bertugas dilingkungan peradilan.
Perjalanan peradilan di negeri ini menuju

oleh responden Litbang Kompas, bahwa selama
cermin penegakan hukum belum mampu
menyentuh rasa keadilan masyarakat, maka
disitulah proses penegakan hukum terhenti.
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e Dalam setzap Negara modem dewasa i
: -tidak ada !agl kegxatan ekonoms yang. daserahkan_ ;
- .Ifseutuhnya kepada mekamsme pasar tanpa
‘campur tangan pemenntah Keglatan ekonomi . .
:pasar sepenuhnya didasarkan pada hal-hal yang” T

berbau ekonomis seperti nasib balk dalam
bemsaha, kerja keras dan harga faktor produksi,

tanpa memperdulikan apakah distribusi yang -

dihasilkannya itu secara sosial adil atau tidak.
Dengan kata lain dalam ekonomi pasar tidak
mempermasalahkan ketimpangan pendapatan
yang berlanjut menjadi ketimpangan ke-
makmuran. Maka adalah peluang pemerintah
untuk campur tangan dalam membenahi
ketimpangan tersebut dengan mengatur efisiensi
dalam kegiatan ekonomi dengan membuat
pelbagai peraturan pada kegiatan perekonomian.

Untuk membiayai kegiatan pemerintah itu, maka
pemerinatah dapat mewajibkan setiap warga-

negaranya untuk membayar pajak dan cukai

@ .

"_terhadap arus keluar masuknya barang dalam '
L perdagangan Selanjutnya dengan wewenangnya ' '_
-_mengatur k@bz}akan ﬁska! dan ‘moneter,” pe—'.;:-_' T
*merintah dapat mengatnr arus peredaran uang, R

_ mengatur laju-inflasi, mvestasc dan konsumsz =
“serta pemerataan pendapatan masyarakat yang

pada akh:mya adalah’ mengatur pertumbuhan
EkOﬂDml ) . IR ot o

" Namun semua hal tersebiit hanya dapat
berjalan lancar bila didukung oleh adanya'
penegakan hukum, artinya segala peraturan yang
dibuat pemerintah itu benar-benar dilaksanakan
atau ditaati oleh segenap warganegara terutama
para pelaku ekonomi dan penyelenggara Negara
sendiri, Agar ditaatinya peraturan-peraturan vang
disebut hukum itu atau yang disebut penegakan
hukum itu, tidak terlepas dari para penegak
hukum yang bertugas mengawasi ketaatan

- tersebut. Untuk itu pemermtah tidak boleh lupa
- untuk mengatur j juga kesejahteraan dan mental

para penegak hukum.=
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